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Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan UU nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikas pada
pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Dengan adanya oronomi daerah
maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk
menyusul program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke
daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya yang ada untuk
meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.

Esens dari UU No. 2211999 adalah pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah
pusat dan daerah. Sementara UU No. 25/1999 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan
(financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.
UU No. 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
didesain dengan menggunakan prinsip money follows fine/ion atau "uang mengikuti kewenangan”. Artinya,
jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus
dilimpahkan ke daerah.

Diterapkannya UU No. 25/1999 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian
daerah pada umumnya. Banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU No0.25/1999 yaitu mengenai Dana
Perimbangan sebagai penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pusat kedaerah. Dana Perimbangan
ini meliputi : Partama, Dana Bagi Hasil Pajak (Tax Revenue Sharing) yang meliputi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan
(PPh). Kedua, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Natural Resources Revenue Sharing). Ketiga, Dana
Alokasi Umum (DAU). Keempat, Dana Alokas Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merapakan bentuk
lain dari SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Dana INPRES pada jaman sebelum otonomi daerah. Melalui
kebijakan bagi hasil Sumberdaya alam diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat |ebih merasakan
hasil dari sumberdaya aam yang dimiliki, Karena selamaini basil sumberdaya alam lebih banyak dinikmati
oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengel olaan dana secara mandiri menjadi
tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui mekanisme perencanaan
secaratepat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia. termasuk propinsi Nusa
TenggaraBarat (NTB). Setiap upaya pembangunan daerah di propinsi NTB, dimana pemerintah daerah
propinsi NTB dan masyarakatnya hams secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.
Oleh karena itu pemerintah daerah propinsi NTB beserta partisipas masyarakatnya dengan mengunakan
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sumberdaya-sumberdaya unruk menggali sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan
total pemerintah, sehingga propins NTB mampu mengoptimalisasikan potensi dari sumberdaya-sumberdaya
yang diperlukan didalam merancang dan membanglin perekonomian di daerahnya.

Berdasarkan pada data keuangan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana ketergantungan
propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat besar dari dana transfer untuk menutupi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu penerapan kebijakan-kebijakan didalam menggali
sumber-sumber asli daerah dalam rangka peningkatan penerimaan total pemerintah daerah, karena memang
behun optimainya propinsi NTB didalam menggali sumberdaya alam seperti, tambang emas, budi dayaikan,
budi daya mutiara, sumberdaya hutan dan sumber-sumber daya lainnyayang semestinya masih dapat
ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan dengan berlakunya desentralisas fiskal melalui optimalisasi
sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat akan membawa dampak yang positif
terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB.

Hasil simulasi kebijakan untuk melihat dampak dari desentralisas fiskal diketahui bahwa seluruh komponen
dana perimbangan merniliki dampak positif terhadap PDRB di NTB, baik di tingkat propinsi maupun di
tingkat kabupaten.

Hasil ssimulasi padatingkat propinsi, danatransfer menghasilkan dampak peningkatan PDRB yang lebih
besar dari komponen bagi hasil lainnya. Sementaraitu hasil ssimulasi untuk kabupaten di NTS menunjukkan
bahwa peranan bagi hasil pgak terhadap pertumbuhan PDRB di seluruh kabupaten membawa dampak
positif, dimana kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten yang memiliki kontribusi bagi hasil pajak paling
besar terhadap pertumbuhan PDRB. Di sisi lain simulasi terhadap bagi hasil sumber daya alarn membawa
dampak bagi pertumbuhan PDRB paling besar di kabupaten Lombok Barat, Sedangkan danatransfer paling
berrnanfaat bagi kabupaten Sumbawa.

Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di NTB sangat
tergantung pada dana transfer dibanding variabel dana perimbangan lainnya.

Dari hasil analisis disparitas diketahui bahwa kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi dengan adanya
bagi basil pajak, bagi basil sumberdaya alam, sedangkan dana transfer akan menyebabkan kurang dapat
mengatasi kesenjangan antar kabupaten.



